
l 
Ik 

GUEKNUK SULAWESI TEINGGAKA 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 
NOMOR : 1 TAHUN 2015 

TNTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 

NOMOR L TAHUN 2015 TENTANG FEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

TAHUN ANGGARAN 2015 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUEERNUR SULAWESI TENGGARA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk efektif dan efektifitas pelaksanaan \nggran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Teng;ara 
Tahun Anggaran 2015, maka Pedoman Pelaksanaan .\nggaran 
Pendapatan den Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 
Tahun Anggaran 2015 yang telah ditetapkan dengan Feraturan 
Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 1 Tahun 2015 perlu 
dilakukan penyesuaian; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanan «dimaksud 
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi 
Tenggara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 
Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2015. 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1964 tentang Pemabentukan Daerah Tingkat I Sulawesi 
Tengah dan Dacrah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang 
Pcnbentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan 
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3833); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851]; 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4247); 
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

6. U:dang-Undang Nomo 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomcr 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 
Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4843); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang 
Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pererintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 

I 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 

11. Peraturan. Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordi asi 
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, T Imbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tenang 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembara n Negara 
Republik Indonesia Nomor 3955); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tenteng Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

14. Perauuran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nmor 4578); 

tentang 
Republik 

Lembaran 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tent.ang 
Pendoman Pembinaan dan Pergawasan Penyele ggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tam oahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengeiolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tam1bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

17. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; · 

18. Peraturan Presider. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa 
kal teraklir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 
2012; 

19. Keputusan Pesiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Tekis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tcntang 
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014; 

23. Peraturan Menteri I alam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2015; 

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tenang 
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015; 

25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Ta hun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang merjadi 
kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengara 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 008 
Nomor 2}; 

26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariet Darah 
Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan RakyaDarah 
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimna telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 
Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara Tahun 2012 Nomor 10); 
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27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tehun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggaa Nomor 
1 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 
Tahun 2012 Nomor 11); 

28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda 
dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 
Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2012 (embaran 
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomcr 12); 

29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor l Tahun 
2010 tentang Pengclolaan Barang Milik Daerah Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara Tahun 2010 Nomor l); 

30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 
Nomor 8); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 1 
TAHUN 2O15 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI 
TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2015 

PasaJ I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 
2015 ten tang Pedoman Pelaksanaan hnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daera.h Provins:. Sulawesi 
Tenggara Tahun 2015 Nomor I) diubah sebagai berikut : 
I. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 
Perjalanan Dinas Ketua, Wakii Ketua dan anggota DPRD diatur sebagai 
berikut: 
a. Ketua DPRD setara dengan Wakil Gubernur 
b. Wakil Ketua DPRD setara dengan Pejabat Eselon I 
c. Anggota DPRD setara dengan Pejabat Eselon II 

2. Pada Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Ta un 2015 
huruf B. Belanja Pegawai pada komponen Belanja Langsung, nc mor urut 
2. Honorarium Pegawai pada Kelompok Belanja Langsung, hurul c. lliaya 
Konsumsi Rapat yang Menggunakan Fasilitas Pemerintah diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 
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c. Biaya Konsumsi Rapat 

No. Konsumsi T Satuan 
Biaya 

(RP) 
1. Makanan dalam kotak Orang/Kali 50.0 
2. Makanan Prasmanan Orang/Kali 75.000,- s.d 100.0 
3. Snack Orang/ Kali 25.00 

Biaya -, 
No. Jabatan Volume (Rp.) - 

l Ajudan Gubernur/Wakil Gubernur OB 3.000.000, -- 
2 Sopir Gubernur / Wakil Gubernur OB 3.000.000, 
3 Anagota Patwal OB 3.000.000,- 
4 Pengamanan Tertutup OB 3.000.000, � 

> Sopir Cadangan Gubernur / Wakil OB 3.000.000, Gubernur 

0, 
0. 
0 

3. Pada Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tal un 2015 
huruf C. Belanja Barang/Jasa, nomor urut 1. Perjalanan Dines, huruf 
c. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri, antara angka 4 
dan angka 5 disisipkan l (satu) angka yaitu angka 4a yang berbunyi sebagai 
berikut : 
4a). Biaya Penginapan untuk Non PNS disetarakan dcngan PNS Golongan 1/11. 

4. Pada Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2015 
huruf C. Belanja Barang/Jasa, nomor urut 1. Perjalanan Dinas, huruf 
c. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri, angka 5 pada 

[ tabel diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal II 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara. 

Ditetapkan di Kendari 
Pada tanggal, I- g 2015 

GUBERNUR SU A ESI TENGGARA, 

NOR ALAM 

Diundangkan 
Fada tanggal, 

SE 

di Kendari 
I- 3 2015 

LUKMAN ABUNAWAS 

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 1q 


